
BUPATITUBAN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI TUBAN 

NOMOR 47 TAHUN 2016 

TENTANG 

URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA 

S!!iKR.E-'fARIAT DAERAH 

KABUPATEN TUBAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TUBAN, 

Menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4 

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, 

Mengingat 

Togas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten 

Tuban; 

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten 

tentang 

Dalam 

Lingkunga..11 Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 

19. Tambahan Lembaran Negara Reoublik Indonesia Nomor 
- -

2730); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Reoublik Indonesia Nomor 

5234); 

1 tmt¾ 
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3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diuba..h bebera.pa kali terakhir dengan Undang

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambai1ian Lembaran 

Negara Repubiik Indonesia Nomor 4594); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang

undangan; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tenta..11.g Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 1); 



M pn Pta p 'k:ari 

itiEMUTUSKAN : 

: PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS, 

FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH 

Y...ABUPA'l'EN TUB.AN. 

BAB I 

KETENTU~'f UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban. 

3. Bupati adalah Bupati Tu ban. 

4. Sekretariat Daera..11 adalah Sekreta..--iat Daera..11 Kabupaten Tu.ban. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban. 

6. Asisten adalah Asisten yang membantu tu.gas Sekretaris Daerah. 

7. Bagian adalah bagian-bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten 

Tuban. 

8. Pera."lgkat Daera.11. adala.11. unsur pemba."ltu Bupati da.11 De·wa.11 Perwakilan 

Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah. 

9. Onzanisasi Peranekat Daerah. vane selaniutnva disinekat OPD adalah 
'-' ._, , .. - .. .., -

Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan 

Kecamata..fl. 

BAB II 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

Pasal 2 

( 1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf~ dipimpin oleh Sekretaris 

Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati. 

(2) Se!c.retariat DaerAh. sebagAimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

Sekretariat Daerah dengan tipe A. 



(3t Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai 

tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan 

pengoordinasian administratif terhadap pelaksaflaan tugas Perangkat 

Daerah serta pelayanan administratif. 

(4) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan k~wajihAn 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi: 

a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah; 

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas OPD; 

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah; 

d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada 

instansi Daerah; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

BAB III 

SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 3 

Sekretaris Daerah membawahkan dan mengoordinasikan: 

a. Asisten Pemerintahan; 

b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan 

c. Asisten Administrasi Umum. 

BABIV 

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesa.tu 

Asisten Pemerintahan 

Pai'agi'af 1 

-umum 

Pasal 4 

(1) Asisten Pemerinta.han mempunyc1i tugas memimpin dan mengoordinasikan 

kegiatan bidang administrasi pemerintahan dan otonomi daerah, 

hubungan masyarakat dan protokol serta kesejahteraan rakyat. 
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(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Asisten 

Pemerintahan menyelenggarakan fungsi: 

a. pembantuan kepada Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, 

koordinasi pelaksanaan program; pelayanan administrasi, 

pemantauan, dan evaluasi urusan administrasi kependudukan dan 

pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian 

penduduk dan keluarga berencana, ketentraman, ketertiban umum 

dan oerlindunQ'.an masvarakat. sub urusan bencana dan kebakaran. 
L ~ ~ 1 r 

komunikasi dan infonnatika, statistik dan persandian, perpustakaan 

dan kearsipan, pen0101Kan, kebudayaan, kepemudaan, pariwisata, 

olahraga, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak serta urusan penunjang pemerintah di bidang 

perencanaan, penelitian dan pengembangan; 

b. pengoordfr1asian penyusunat1 program, norma, standar prosedur, 

kriteria dan pembinaan di bidang administrasi pemerintahan dan 

otonomi daerah; 

c. pengoordinasian penyusunan program, norma, standar prosedur, 

kriteria dan pembinaan di bidang hubungan masyarakat dan protokol; 

d. pengoordinasian penyu.sunan progra..111, nm 111a, sta11dar prosedur, 

kriteria dan pembinaan di bidang kesejahteraan rakyat; 

e. oelaksanaan oenilaian kineria bawahan sebagai bahan oertimbangan ... ... - - ... -
pengembangan karier; 

f. pelaksanaan laporan/ pertanggungjawaban kepada Sekretaris Daerah; 

ds:in 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 5 

(1) Asisten Pemerintahan membawahkan dan mengoordinasikan: 

a. Bagian Administrasi Pemerinta..l1an dan Otonomi Daerah; 

b. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol; dan 

c. Bagian Kesejahteraan Rakyat. 

(2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf 

c masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di 

bawa..h dan bert..anggung jawab kepada Asisten Pemerintahan. 
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Paragraf2 

Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah 

Pasal 6 

{1) Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai tugas 

merumuskan kebijakan, melaksanakan koordinasi dengan Perangkat 

Daerah dalam menyusun program, petunjuk teknis dan melaksanakan 

oembinaan. nemantauan. evaluasi. oelaooran serta oelavanan 
.. .. A. .. .. ~ ~ i. .... 

administrasi di bidang tata pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama, 

serta administrasi agraria. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian 

Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah menyelenggarakan 

fungsi: 

a. fasilitasi perumusan kebijakan, koordinasi program dan pelayanan 

urusan administrasi kependudukat1 dan pencatatan sipil, 

pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan 

keluarga berencana, ketentraman, ketertiban umum dan 

perlindungan masyarakat, sub urusan bencana dan kebakaran; 

b. fasilitasi perumusan kebijakan, koordinasi program dan pelayanan 

urusan penunjat1g pemerintah.an di bidang perencanaan, penelitian 

dan pengembangan; 

c. fasilitasi dan pengoordinasikan serta perumusan bahan pembinaan di 

bidang kerjasama, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah; 

d. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pemantauan serta evaluasi 

hidAng tAtA pemerintahAn, otonomi daerAh. dAt1 kerjasama; serta 

administrasi agraria; 

e. pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah 

yang menjadi tanggung jawab Bagian Administrasi Pemerintahan dan 

Otonomi Daerah; 

f. perumusat1 inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka 

peningkatan pelayanan publik; 

g. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan 

oen1Zembanean karier: . - - . 

h. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Asisten 

Pemerintahan; dan 

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 
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Pasal 7 

(1) Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah membawahkan 

dan mengoordinasikan: 

a. Subbagian Tata Pemerintahan; 

b S b. • ~, • ~ 1, • TT • • . u oag1a.11. u1onom1 v~H'"r&. n~n .l:\.f"T]~~~rn~; n~n 

c. Subbagian Administrasi Agraria. 

(2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan 

huruf c masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian 

Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah. 

Pasal 8 

( 1) Subbagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan 

penyusunan program; petunjuk tek..nis, pembinaan; pemantauan dan 

evaluasi di bidang tata pemerintahan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Subbagian Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan dan penyediaan bahan perumusan kebijakan dan 

koordinasi, pengendalian evaluasi kebijakan serta layanan administrasi 

urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, 

pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan 

keluarga berencana, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan 

masyarakat, sub urusan bencana dan kebakaran; 

b. penyiapa..t1 da..t1 penyediar:in bA lian perumusa..t1 kebija..'i{an di bida..t1g tata 

pemerintahan, pembentukan, pemecahan, penggabungan dan 

penghapusan serta pemekaran wilayah, perubahan nama dan 

pemindahan lbukota Kabupaten/Kecamatan; 

c. oenviaoan dan oenvediaan bahan oenvusunan oetuniuk oelaksanaan .a.- ..,. ... ... .,, ... ., ... ., ... 

mengenai kode dan data wilayah administrasi pemerintahan; 

d. penyiapan dan penyediaan bahan fasilitasi penataan batas wilayah 

administrasi pemerintahan antar Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan 

Desa; 



- 8 -

e. penyiapan dan penyediaan bahan fasilitasi dan koordinasi serta 

pembinaan bidang administrasi dan perangkat kecamatan, penetapan, 

oerubahan batas daerah. oembentukan. oenghaousan, perubahan 
.!!.. ; ~ , ~ - ~ -

Nama Daerah dan Kecamatan serta Pemindahan, Perubahan Nama ibu 

Kota WiiayahjDaerah dan Kecamatan pembentukan, penghapusan, 

penggabungan, dan pemekaran Kecamatan; 

f. penyiapan dan penyediaan bahan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan 

umum, pemilihan presiden/wakil presiden, pemilihan gubemur/wakil 

gubernur serta pemilihan bupati dan wai{.ii bupati; 

g. penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi dan fasiiitasi organisasi 

politik; 

h. penyiapan dan penyediaan bahan pemantauan data pelaporan 

perumusan kebijakan dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintah.1=1n Daer.1=1 h; 

i. penyiapan dan penyediaan bahan tindak ianjut hasii evaiuasi di 

kecamatan; 

j. penyiapan dan penyediaan bahan fasilitasi dan koordinasi 

penyelenggaraan peringatan Hari Jadi Provinsi dan Hari Jadi 

Kabupaten; 

k. peiaksanaan peniiaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan 

pengembangan karier; 

1. pelaksanaan laporan/ pertanggungjawaban kepada Kepala Bagian 

Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah; dan 

m. peiai{sanaan fungsi iain yang diberikan oleh Kepa!a Bagian 

Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 

Pasal 9 

( 1) Subbaman Otonomi Daerah dan Keriasama memounvai tueas menviaokan 
._, - ... .., - .., .& 

baha11 penyusuna11 program, petunjuk teknis, pembinaa11, pema11taua11 

dan evaluasi di bidang otonomi daerah dan kerjasama. 

(2) Daiam meiaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Subbagian Otonomi Daerah dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan dan penyediaan bahan perumusan kebijakan dan 

koordinasi, pengendalian evaluasi kebija'kan serta laya11an administrasi 

urusan penunjang pemerintah di bidang perencanaan, peneiitian dan 

pengembangan; 
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b. oenviaoan dan oenvediaan bahan fasilitasi dan koordinasi serta 
... ..,; .5, ... ..,; 

pembinaan dan dukungan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah; 

c. penyiapan dan penyediaan bahan perumusan pedoman teknis 

kerjasama antar daerah. kerjasama dengan pihak ketiga serta 

kerjasama dengan lembaga/luar negeri; 

d. penyiapan dan penyediaan bahan fasilitasi dan koordir1asi serta 

pembinaan bidang penyelenggaraan otonomi Daerah, penyelenggaraan 

pemerintahan dan pelaksanaan tugas pembantuan; 

e. penyiapan dan penyediaan bahan harmonisasi antar bidang urusan 

pemerintahan dalam wilayah Kabupaten dengan Pemerintah dan 

Pemerintah Provinsi; 

f. penyiapan dan penyediaan bahan penyelenggaraan pembinaan, 

sosiaiisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring 

dan evaluasi serta pengawasat'l urusan pemerintahan di wilayah 

Daerah; 

g. penyiapan dan penyediaan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

otonomi daerah; 

h. penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan laporan pelaksanaan 

otonomi daerah; 

i. penyiapan dan penyediaan bahan perumusan kebijakan di bi.dang 

administrasi kerjasama, serta kerjasama dalam negeri di bidang 

pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, sosial dan budaya antar 

Pemerintah Kabupaten/Kota dan dengan Pemerintah Provinsi; 

j. penyiaps:n-1 nan penyP.niAAn bAhan AnAHsis dAtA pntP.n~i kP.rjA~ama rlAn 

bahan koordinasi pelaksanaan kerjasama daerah; 

k. penyiapan dan penyediaan bahan pemantauan data pelaporan 

perumusan kebijakan dan penyusunan Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Kepala Daerah; 

L peiAksanaat1 pP.nitaia_n kinerja baWAflAfl sebagai bAha11 pertimba11ga11 

pengembangan karier; 

m. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepaia Bagian 

Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah; dan 

n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian 

Administrasi Pemerintahan da11 Otonomi Daerah terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 
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Pasai 10 

( 1) Subbagian Administrasi Agraria mempunyai tugas menyiapkan dan 

menyediakan bahan penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan, 

pemantauaT'l dan evaluasi di bidang administrasi agraria. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Subbagian Administrasi Agraria menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan dan penyediaan bahan pengkajian dan penelitian terhadap 

obyek dan subyek sengketa tanah dan menetapkan langkah-langkah 

penanganannya; 

b. penyiapan dan penyediaan bahan pemberian bimbingan, perumusan 

kebijakan dan koordinasi penyeienggaraan administrasi wilayah 

pemerintahan, supervisi, pembinaan dan sosialisasi pemberian nama

nama geografis dan toponimijrupa bumi; 

c. penyiapaTl dan penyediaaT'l bAhaT'l pembentukan tim pengenclaliaT'l daT'l 

pengawasan tanah negara; 

d. penyiapan dan penyediaan bahan penyeiesaian masaiah ganti kerugian 

clan santunan tanah untuk pembangunan, kelebihan maksimum dan 

tanah absentee, landreform serta redistribusi tanah; 

e. penyediaan bahan pembentukan pAnitia pertimbaT1gan landrefonn clan 

sekretariat panitia; 

f. penyediaan bahan penetapan bidang-bidang tanah sebagai tanah 

kosong, tanaman pangan semusim yang dapat digunakan untuk 

tanaman pangan bersama dengan pihak lain berdasarkan perjan,iian 

dengAT1 mengt.1tafllA 'kan masyarak..at setempat; 

g. penyediaan bahan fasilitasi perjanjian kerjasama antara pemegang hak 

tanah dengan pihak yang akan memanfaatkan tanah 

dihadapan/ diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat setempat 

dengan perjanjian untuk dua kali musim tanam; 

h. penyediaan bahan pengumpulan dan pengoJA han data, evaluasi, 

penyelenggaraan pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan 

keagrariaan di Daerah; 

i. penyiapan dan penyediaan bahan pengumpulan, pengolahan data, 

pelaksanaan inventarisasi dan pemrosesan pemberian rekomendasi 

pemakaian taT1ah-tanah negara; 

J. pelaksanaan inventarisasi bahan pemrosesan pengaiihan status tanah 

kas desa menjadi kekayaan daerah bagi desa yang berubah statusnya 

menjadi kelurahan; 
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k. penyiapan dan penyusunan Rencana Sosialisasi bidang Administrasi 

Pertanahan; 

I. penyiapan dan penyediaan bahan fasilitasi dan koordinasi 

penyertifikatan tanah aset desa; 

m. pelaksanaan pembekalan tertib administrasi pertanahan; 

n. penyiapan dan penyediaan bahan pendataan dan pemetaan t.ana.h 

o. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan 

pengembangan karier; 

p. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Bagian 

Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah; dan. 

q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian 

Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah terkait dengan tugas 

da..11 fungsinya fungsinya. 

Paragraf 3 

Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol 

Pasal 11 

{1) Bagia..11 Hubungan Masyarakat da..11 Protoko1 mempunyai tugas 

merumuskan kebijakan, melaksanakan koordinasi dengan Perangkat 

Daerah dalam menyusun program, petunjuk teknis dan melaksanakan 

pembinaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan serta pelayanan 

administrasi di bidang hubungan masyarakat, protokol, dokumentasi dan 

pubiilrn.si. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian 

Hubungan Masyarakat dan Protokol menyelenggarakan fungsi: 

a. fasilitasi perumusan kebijakan, koordinasi program dan pelayanan 

urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian, 

perpustakaa.Tl dan kearsipan; 

b. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pemantauan serta evaluasi 

bidang pemberitaan, protokol serta dokumentasi dan publikasi; 

c. pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang 

menjadi tanggungjawab Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol; 

d. perumusan inovasi terkait tugas da.Tl fungsinya di::i ia.tn ri::ingka 

peningkatan pelayanan publik; 

e. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan 

pengembangan karier; 
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f. pelaksanaan laporan/ pertanggungjawaban kepada Asisten 

Pemerintahan; dan 

g:_ pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 12 

(1) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol membawahkan dan 

mengoordinasikan: 

a. Subbagian Pemberitaan; 

b Subbarnan Prnt-nlrnl• Aan • b,~"""'4.&. ...... _ ... _ ... a.,.,, ... , ....... ~ ... 

c. Subbagian Dokumentasi dan Publikasi. 

(2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan 

huruf c masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang 

berada di ba·wah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hubungan 

Masyarakat dan Protokol. 

Pasal 13 

(1) Subbagian Pemberitaan mempunyai tugas menyiapkan bahan 

penyusuna11 program; petunjuk teknis, pembinaan, pemantauan dan 

evaluasi di bidang pemberitaan. 

(2) Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ll) 

Subbagian Pemberitaan menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan dan penyediaan bahan informasi kebijakan dan kegiatan 

pemerintah daer~ h; 

b. pengumpulan dan pengolahan bahan informasi kegiatan pemerintah 

daerah; 

c. penyiapan dan penyediaan bahan pelayanan informasi dalarn bentuk 

release untuk konsumsi media massa; 

d. penyiapa11 da11 penyediaa11 bahan jumpa pers; 

e. penyiapan dan penyediaan bahan pembinaan dan pemberdayaan 

media massa di Daerah; 

f. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan 

pengembangan karier; 

g. pelaksa11a~n lapora11/pertanggungjawaban kepada Kepala Bagia11 

Hubungan Masyarakat dan Protokol; dan 

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hubungan 

Masyarakat dan Protokol terkait dengan tugas dan fungsinya. 
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Pasal 14 

( 1) Subbagian Protokol mempunyai tugas menyiapkan dan menyediakan 

bahan penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan, pemantauan 

dan evaluasi di bidang keprotoko!an. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

Subbagian Protokol menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan dan penyediaan bahan urusan keprotokolan dan kegiatan 

Bupati/Wakil Bupati dan pengaturan penerimaan tamu-tamu 

pemerintah daeraJ1; 

b. penyiapan dan penyediaan bahan urusan keprotokolan dan tugas 

pembantuan pengaturan penerimaan tamu-tamu pemerintah provinsi 

dan/ atau pusat; 

c. penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan sambutan Bupati; 

d. pelak:sa.11aan penilaian kinerja bawa.1-i::in sebagai baha.11 pertimba.11gan 

pengembangan karier; 

e. peiaksanaan iaporan/pertanggungjawaban kepada Kepaia Bagian 

Hubungan Masyarakatdan Protokol; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hubungan 

Masyar::i'kat clan Protokol terkait denga.11 tugas da.11 fungsinya. 

Pasai 15 

( 1) Subbagian Dokumentasi dan Publikasi mempunyai tugas menyiapkan dan 

menyediakan bahan penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan, 

pemantauan dan evaluasi di bidang dokumentasi da.11 publikasi. 

(2j Daiam meiaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {lj 

Subbagian Dokumentasi dan Publikasi menyeienggarakan fungsi: 

a. penyiapan dan penyediaan bahan perumusan kebijakan dan 

koordinasi, pengendalian evaluasi kebijakan serta layanan administrasi 

un1san komunikasi dan informatika, statistik dan persandi::in; 

perpustakaan dan kearsipan; 

b. penyiapan dan penyediaan bahan perumusan kebijakan kegiatan 

bidang dokumentasi dan publikasi; 

c. pelaksanaan tugas dokumentasi dan publikasi kegiatan Pemerintah 

Daerah; 

d. penyiapan dan penyediaan bahan publikasi yang bersifat mobile; 

e. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan 

pengembangan karier; 
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f. pelaksanaan laporan/ pertanggungjawaban kepada Kepala Bagian 

Hubungan Masyarakat dan Protokol; dan 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hubungan 

Masyar::tkat dafl Protokol terkait dengan tugas dan fungsinya. 

Paragraf4 

Bagian Kesejahteraan Rakyat 

Pasal 16 

(1) Bagian Kesejahteraan Raeyat mempunyai tugas merumuskan kebijakan, 

meiaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah daiam men)"J.sun 

program, petunjuk teknis dan meiaksanakan pembinaan, pemantauan, 

evaluasi, pelaporan serta pelayanan administrasi di bidang keagamaan, 

kesejahteraan masyarakat, serta sarana dan prasarana kesejahteraan 

masyarakat. 

(2) Daiam meiaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian 

Kesejahteraan Rakyat menye1enggarakan fungsi: 

a. fasilitasi perumusan kebijakan, koordinasi program dan pelayanan 

urusan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, pariwisata, olahraga, 

kesehatan; sosial; pemberdayaan perempuafl dat'l perlindungan aflak; 

b. peiaksanaan koordinasi pembinaan dan pemantauan serta evaiuasi 

bidang keagamaan, kesejahteraan masyarakat, serta sarana dan 

prasarana kesejahteraan masyarakat; 

c. pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang 

menjadi taflggung jawab Bagiafl Kesej::t hteraat1 R::t lcyat; 

d. perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya daiam rangka 

peningkatan pelayanan publik; 

e. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan 

pengembangan karier; 

f pela'f.r~::tn::ta_n laporafl/ pertaflggi .. :mgjawaban kepada Asisten 

Pemerintahan; dan 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 17 

( 1) Bagian Kesejahteraan Rakyat membawahkan dan mengoordinasikan: 

a. Subbagian Keagamaan; 

c. Subbagian Sarana dan. Prasarana Kesejahteraan Rakyat. 
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(2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (i) huruf a, huruf b dan 

huruf c masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian 

Kesejahteraan Rakyat. 

Pasai 18 

(3) Subbagian Keagamaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan 

program. petunjuk tek11is. pembinaan. pemantauan dan evaluasi di bidang 

keagamaan. 

(4) Daiam meiaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada aya.t (1) 

Subbagian Keagamaan menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi dan pertimbangan 

penyelenggaraan bidang keagamaan; 

b. penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi dan fasilitasi urusan di 

bidang keagamaan; 

c. penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan perumusan kebijakan 

pelaksanaan keagamaan, peringatan hari besar keagamaan; 

d. penyiap.An dan penyediaan b.A h.a.11 fasilitasi pemberian ba.TltUa.Tl di bidang 

keagamaan; 

e. penyiapan dan penyediaan bahan pemantauan perkembangan kegiatan 

keagamaan; 

f. penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi 

pelaksanaa.11 kegiatan keagamaan; 

g. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagru bahan pert1mbangan 

pengembangan karier; 

h. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Bagian 

Kesejahteraan Rakyat; dan 

1. pelaksanaan fungsi lain ya.Tlg diberikan oleh Kepala Bagian 

Kesejahteraan Rakyat terkait dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 19 

(1) Subbagian Keseiahteraan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan 

b.Ahan penyusu..T1a.11 progratn, petunjuk teknis, pembinaa.11, pemaTltauan 

dan evaluasi di bidang kesejahteraan masyarakat. 



- 16 -

(2) Daiam meiaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Subbagian Kesejahteraan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: 

a. oenviaoat1 dan oenvediaan bahan oerumusan kebiiakan dan ... .. ... ... .... ... ., 

koordinasi, pengendalian evaluasi kebijakan serta layanan administrasi 

urusan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga serta 

pariwisata, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak; 

b. penyiapan dan penyediaan bahan perumusan kebijakan pe1aksanaan 

peringatan hari besar nasional; 

c. penyiapan dan penyediaan bahan fasilitasi dan koordinasi 

penyelenggaraan 

kemasyarakatan: 

pengembangan kesejahteraan sosial dan 

d. penyiapaTJ dan penyediaan bahan monitoring da.11 eva1uasi pelaksa.11aan 

tugas pengembangan kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan; 

e. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan 

pengembangan karier; 

f. pelaksanaan laporan/ pertanggune:iawaban kepada Kepala Bagian 

Keseja.literaan Rakyat; dan 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian 

Kesejahteraan Rakyat terkait dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 20 

(1) Subbagian Sarana dan Prasarana Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas 

menyiapkan dan menyediakan bahan penyusunan program, petunjuk 

teknis, pembinaan, pemantauan dan evaluasi di b1ctang sarana ctan 

prasarana keagamaan dan kemasyarakatan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian 

Sarana dan Prasarana Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapal'l dan penyediaan ba'han koordinasi dan inventarisasi data 

tentang sarana dan prasarana bidang pendidikan, kesehatan, bencana, 

tempat ibadah, pondok pesantren, tam.an pendidikan Al Qur;an dan 

badan/lembaga/ organisasi kemasyarakatan serta lembaga sosial 

lainnya; 
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b. penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan pedoman 

oene:embane:an sarana dan orasarana bidane: oendidikan. kesehatan. - - - ... _... ~ .. 

bencana, tempat .ibadah, pondok pesantren, taman pendidikan Al 

Qur'an dan badan/lembaga/ organisasi kemasyarakatan serta lembaga 

sosial lainnya; 

c. penyiapan dan penyediaan bahan analisa dan rekomendasi usulan 

permintaan bantuan sarana dan prasarana bidang pendidikan, 

kesehatan, bencana, tempat ibadah, pondok pesantren, .taman 

pendidikan Al Qur'an dan badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan 

serta lembaga sosial iainnya; 

d. penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan sarana dan prasarana 

bida11g pendidikan, kesehatan, bencana, tempat ibadah, pondok 

pesantren, taman pendidikan Al Qur'an dan badan/lembaga/organisasi 

kemasyarakatan serta lembaga sosial lainnya; 

e. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan 

pengembangan karier; 

f. pelak:sanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Bagian 

Kesejahteraan Rakyat; dan 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian 

Kesejahteraan Rakyat terkait dengan tugas dan fungsinya. 

Bagian Kedua 

Asisten Perekonomian dan Pembanganan 

Paragraf 1 

Umum 

Pasal 21 

(I} Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas memimpin 

dan mengoordinasikan kegiatan bidang perekonomian dan sumber daya 

aiam serta bina pembangunan. 
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(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Asisten 

Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi: 

a. pembantuan kepada Sek.-retaris Daerah dalam perumusan kebijakan, 

koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi, 

pemantauan, dan evaluasi urusan pertanian, pangan, kelautan dan 

perikanan, lingkungan hidup dan kehutanan, penanaman modal, 

koperasi dan UKM, transmigrasi, perindustrian, perdagangan, energi 

dan sumber daya mineral, tenaga kerja, perumahan dan kawasan 

pemukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan serta 

perhubungan; 

b. pengoordinasian penyusunan program, norma, standar prosedur, 

kriteria dan pembinaan di bidang perekonomian, sumber daya alam, 

dan transmigrasi; 

c. pengoordinasian penyusunan program, norma, standar prosedur, 

kriteria dan pembinaan di bidang administrasi pembangunan, 

monitoring dan evaluasi pembangu.nan serta layanan pengadaan; 

d. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan 

pengembangan karier; 

e. pelaksanaan laporan/ pertanggungjawaban kepada Sekretaris Daerah; 

dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 22 

(1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahkan dan 

mengoordinasikan: 

a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan 

b. Bae:ian Administrasi Pembangunan dan Unit Lavanan Pene:adaan. - - .,. -
(2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b 

masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Perekonomian dan 

Pembangunan. 



- 19 -

Paragraf2 

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 

Pasal 23 

(1) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Aiam mempunyru tugas 

merumuskan kebijakan, melaksanakan koordinasi dengan perangkat 

daerah dalam menyusun program, petunjuk teknis dan melaksanakan 

pembinaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan serta pelayanan 

administrasi di bidang perekonomian, sumber daya alam dan 

transmigrasi. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian 

Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi: 

a. fasilitasi perumusan kebijakan, koordinasi program dan pelayanan 

urusan. pertanian, pa11gan, kelauta11 dan perikanan, lingkungan hidup 

dan kehutanan, koperasi dan UKM, perindustrian, perdagangan, energi 

dan sumber daya mineral, penanaman modal, tenaga kerja dan 

transmigrasi; 

b. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pemantauan serta evaluasi 

bidang perekonomian, sumber daya alam da11 tra11smigrasi; 

c. peiaksanaan pemeiiharaan dan pengamanan barang miiik daerah yang 

menjadi tanggung jawab Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam; 

d. perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka 

peningkatan pelayanan publik; 

e. pefoksRnAa._n pPnilR-iRn kinerja bawahRn sebagai bR han pertimbangan 

pengembangan karier; 

f. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Asisten 

Perekonomian dan Pembangunan; dan 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan 

Pembangu.nan terkRit dengan tugas da11 fungsinya. 

Pasal 24 

( 1) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam membawahkan dan 

mengoordinasikan: 

a. Subbagia11 Perekonomian; 

b.Subbagian Sumber Daya Aiam; dRn 

c.Subbagian Investasi dan Pengembangan Usaha. 
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(2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan 

huruf c masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian 

Perekonomian dan Sumber Daya Alam. 

Pasai 25 

( 1) Subbagian Perekonomian mempunyai tugas menyiapkan bahan 

penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan, pemantauan dan 

evaluasi di bidang perekonomian. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

Subbagian Perekonomian menyeienggarakan fu:ngsi; 

a. penyiapan dan penyediaan bahan perumusan kebijakan dan 

koordinasi, pengendalian evaluasi kebijakan serta layanan administrasi 

urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah, perindustrian, 

perdaga11gan, serta energi dan sumber daya minerAl; 

b. penyiapan dan penyediaan bahan iasiiitasi dan koordinasi pengeioiaan 

Dana Bagi Hasil; 

c. penyiapan dan penyediaan bahan fasilitasi dan koordinasi Tim 

Pengendali Inflasi Daerah; 

d. penyiapan da11 penyediaan bahan fasilitasi da11. koordinasi ketersediaan 

sembiian bahan pokok dan pupuk; 

e. penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi dan fasilitasi lembaga 

keuangan mikro; 

f. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan 

pegembangan kaner; 

g. peiaksanaan iaporan/ pertanggungjawaban kepada Kepaia Bagian 

Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan 

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian 

Perekonomiandan Sumber daya Alam terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

Pasal 26 

(1) Subbagian Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyiapkan bahan 

penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan, pemantauan dan 

evaluasi di bidang sumber daya alam. 
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(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Subbagian Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan dan penyediaan bahan perumusan kebijakan dan 

koordinasi, pengendalian evaluasi kebijakan serta layanan administrasi 

urusan pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup 

dan kehutanan, energi dan sumber daya mineral; 

b. penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi pengembangan energi 

altematif dan teknologi tepat guna bagi kebutuhan dasar masyarakat; 

c. penyiapan dan penyediaan bahan fasilitasi dan koordinasi pemanfaatan 

panas bumi dan energi terbarukan; 

d. penyiapan dan penyediaan bahan rekomendasi pemanfaatan sumber 

dayaalam; 

e. penyiapan dan penyediaan bahan monitoring dan evaluasi 

pemanfaata.11 sumber daya ala.1n; 

f. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan 

pengembangan karier; 

g. pelaksanaan laporan/ pertanggungjawaban kepada Kepala Bagian 

Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan 

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian 

Perekonomian dan Sumber Daya Alam terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

Pasal 27 

(1) Subbagian Investasi dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas 

menyiapkan bahan penyusunan. program, petunjuk tek.11is, pembinaan, 

pemantauan dan evaluasi di bidang investasi dan pengembangan usaha 

Dae:n::1.h. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimakstid pada ayat (1) 

Subbagian Investasi dan Pengembangan Usaha menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan nan nenvPntaan bahan nerumuQan -- ... .t""" '.J __ ... ... ... -.... .t' ... ... ...,. ... kebijaka.11 da.11 

koordinasi, pengendalian evaluasi kebijakan serta layanan administrasi 

urusan penanaman modal, tenaga kerja dan transmigrasi; 

b. penyiapan dan penyediaan bahan fasilitasi pengembangan ekonomi 

kreatif; 

c. penyiapan. da...~ penyediaan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, eiraluasi 

dan pelaporan investasi dan pengembangan usaha Daerah; 
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d. penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi kerjasama di bidang 

pengembangan usaha Daerah; 

e. penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan 

Badan Usaha Milik Daerah; 

f. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan 

pengembangan karier; 

g. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Bagian 

Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan 

h. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian 

Perekonomian dan Sumber Daya Alam terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

Paragraf3 

Bagian Administrasi Pembangunan clan Unit Layanan Pengadaan 

Pasal 28 

( 1) Bagian Administrasi Pembangunan dan Unit Layanan Pengadaan 

mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan koordinasi 

dengan perangkat daerah dalam menyusun program, petunjuk teknis dan 

melaksanakan pembinaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan serta 

pelayana...ll administrasi di bida...llg administrasi pembangunan da...ll layallan 

pengadaan barang/ jasa. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Bagian 

Administrasi Pembangunan dan Unit Layanan Pengadaan 

menyelenggarakan fungsi: 

a. pPlAk-sanaan fa~iHtA~-i perumusan kebijAl{a...ll, koordinasi program dan 

pelayanan urusan perumahan dan kawasan pemukiman, pekerjaan 

umum dan penataan ruang, pertanahan dan perhubungan; 

b. perumusan kebijakan, penyusunan program dan petunjuk teknis, 

koordinasi dan pembinaan di bidang administrasi pembangunan, 

pengendalian pembangunan dan Unit Layanan Pengadaan; 

c. fasiiitasi layanan pengadaan barang dan jasa; 

d. pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang 

menjadi tanggung jawab Bagian Adminstrasi Pembangunan dan Unit 

Layanan Pengadaan; 

e. perumusan inovasi terkait tugas dAn fungsinya dalam rangka 

peningkatan pelayanan publik; 



- 23 -

f. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan 

pengembangan karier; 

g. pelaksanaan laporan/ pertanggungjawaban kepada Asisten 

Perekonomian dan Pembangunan; dan 

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan 

Pembangunan terkait dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 29 

( 1) Bagian Administrasi Pembangunan dan Unit Layanan Pengadaan 

membawahkan dan mengoordinasikan: 

a. Subbagian Administrasi Pembangunan; 

b. Subbagian Pengendalian Pembangunan; dan 

c. Subbagian Unit Layanan Pengadaan. 

(2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan 

h11r11f C 1"nOC!1nO-'l"naC!-ino r1-in-imn1·n oleh C!POr:ano Kenala Subba,:,1'.:un ,ranc:r ...... ....,.., '"""... ... ..... ""'"~ ......... b .a..a.,&'""""""... b '-&.a..t'.a.&. ... .t' .a. ...... """""' b .t" b ~ J ~ b 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian 

Administrasi Pembangunan dan Unit Layanan Pengadaan. 

Pasal 30 

( 1) Subbagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan 

bahan penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan, pemantauan 

dan evaluasi di bidang administrasi pembangunan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Subbagian Administrasi Pembanguan menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan perumusan kebijakan dan koordinasi, pengendalian 

evaluasi kebijA l{an serta layanan administrasi ur1-1san perumaha..11 dan 

kawasan pemukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, 

pertanahan dan perhubungan; 

b. penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi dan fasilitasi penyusunan 

pedoman pelaksanaan APBD dan standar satuan harga untuk 

pembangunan; 

c. penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, 

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi 

pembangunan; 

d. penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi dan fasilitasi perencanaan 

pengadaA11 barAng/jasa; 
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e. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan 

pengembangan karier; 

f. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Bagian 

Administrasi Pembangunan dan Unit Layanan Pengadaan; dan 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian 

Administrasi Pembangunan dan Unit Layanan Pengadaan terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 31 

(1) Subbagian Pengendalian Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan 

dan menyediakan baha-1'1 penyusunan program, petunjuk teknis dan 

pembinaan di bidang pengendalian pembangunan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Subbagian Pengendalian Pembangunan menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan dan penyediaan bahan monitoring dan evaluasi 

pembangunan; 

b. penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi dan fasilitasi penyusunan 

laporan penyerapan dan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

Belanja Daerah; 

c. penyiapan dan penyediaan bahan sosialisasi dan peningkatan 

kapasitas sumber daya manusia di bidang pengendalian 

pembangunan; 

d. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan 

pengembangan karier; 

e. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Bagian 

Administrasi Pembangu,nan dan Unit Layanan Pengadaan; dan 

f. pelaksanaan iungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian 

Administrasi Pembangunan dan Unit Layanan Pengadaan terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 32 

(0 Subbagian Unit Layanan Pengadaan mempunyai tugas menyiapkan bahan 

peny1-:1s1111an program; petunjuk teknis; pembinaa_r1; pemantauan dan 

evaluasi di bidang layanan pengadaan. 
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(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Subbagian Unit Layanan Pengadaan menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan dan penyediaan bahan rumusan teknis pelaksanaan layanan 

pengadaan barang dan jasa; 

b. penyiapan dan penyediaan bahan pengelolaan Unit Layanan 

Pengadaan; 

c. penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi dan fasilitasi Kelompok 

Kerja Unit Layanan Pengadaan dalam menetapkan penyedia 

barang/ jasa; 

d. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pert1moangan 

pengembangan karier: 

e. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Bagian 

Administrasi Pembangunan dan Unit Layanan Pengadaan; dan 

f. P""laksan~um fungsi lain ya11g diberika11 oleh Kepala Bagian 

Administrasi Pembangunan dan Unit Layanan Pengadaan terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

Bagian Ketiga 

Asisten Administrasi Umum 

Paragraf 1 

Umum 

Pasal 33 

(1) Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas memimpin dan 

mengoordinasikan kegiatan bidang hukum, umum, dan organisasi. 

(2) Dala-111 me].Al{sa_n.Al{an tugas sebagaima11a dim.Al{sud pada ayat (1) Asisten 

Administrasi Umum mempunyai fungsi: 

a. pembantuan kepada Sekretaris Daerah dalam pelayanan administratif 

dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah terkait 

dengan mengkoordinasikan layanan administrasi Sekretariat Daerah, 

perencanaa11 da11 keuangan Sek..retariat Daer.A 'h; pembinaan dan 

pengembangan organisasi, pembinaan dan fasilitasi produk hukum; 

b. pembantuan kepada Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, 

koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi, 

pemantauan, dan evaluasi urusan penunjang keuangan, kepegawaian, 

pend.id.ikan dan pelatihan; 

c. pengoordinasian penyusunan program, norma, standar prosedur, 

kriteria dan pembinaan di bidang hukum, umum, serta organisasi; 
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d. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan 

pengembangan karier; 

e. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Sekretaris Daerah; 

da.11 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 34 

(1) Asisten Administrasi Umum membawahkan dan mengoordinasikan: 

a. Bagian Hukum; 

b. Bagian Umum; dan 

c. Bagian Organisasi. 

(2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c 

masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di 

baw~h dan berta.11ggung jawab kepada Asisten Administrasi Umum. 

Paragraf2 

BagianHukum 

Pasal 35 

( 1) Bagian Hukum mempunyai tugas merumuskan kebijakan, norma, 

standar, prosedur dan kriteria, serta melaksanakan koordinasi dengan 

Perangkat Daerah dalam menyusun program, petunjuk teknis dan 

;:..:;:dctksanakan pembinaan, pemantauan, evaiuasi, pelaporan serta 

pelayanan administratif di bidang perundang-undangan dan bantuan 

hukum, serta mendokumentasikan dan menginformasikan produk 

hukum. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebag~imana dima..ksud pada ayat (1) Bagian 

Hukum menyeienggarakan fungsi: 

a. fasilitasi dan mengkoordinasikan bidang penyusunan peraturan 

perundang-undangan, dokumentasi hukum, dan bantuan hukum; 

b. pengoordinasian perumusan~ penyusunan petunjuk teknis~ dan 

pengkajian peratur~n peru.ndang-unda..11.ga..11.; 

c. penyiapan dan penyusunan rencana peraturan perundang-undangan 

dan produk hukum daerah; 
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d. perumusan, penyusunan petunjuk teknis, pengoordinasian pemberian 

bantuan hukum dan/ atau advis hukum kepada semua unsur 

pemerintahan daerah serta memberikan bahan pertimbangan atas 

masalah hukum yang timbul; 

e. penghimpunan peraturan perundang-undangan; 

f. pengajuan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan 

dan belanja daerah, pajak daerah, retribusi, tata ruang daerah dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana 

Pembangunan. Industri untuk mendapatkan rekomendasi basil evaluasi 

uuoemur; 

g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang perundang-undangan, 

bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum; 

h. pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang 

menjadi ta..tiggung jawab Bagian Hukum; 

i. perumusan inovasi terkait tugas dan iungsinya daiam rangka 

peningkatan pelayanan publik; 

j. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan 

pengembangan karier; 

k. pelaksa..tiaan lapora..r:i/pert..anggungjawaba..r:i kepada Asisten Aministrasi 

Umum; dan 

1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi 

Umum terkait dengan tugas dan fungsinya. 

Pasa! 36 

(1) Bagian Hukum membawahkan dan mengoordinasikan: 

a. Subbagian Perundang-undangan; 

b. Subbagian Bantuan Hukum; dan 

~- Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum. 

(2) Subbag.ian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a, hun1f b dan 

huruf c masing-masine dioimoin oleh seorane Keoala Subbaeian vane - -· .;;. ~ ·-· ~ -- -· --· 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hukum. 

Pasal 37 

(1) Subbagian Perundang-undangan mempunyai tugas menyiapkan bahan 

peny1..1sunAn program, petunjuk teknis, pembinaa..ti, pemantauan dan 

evaluasi rancangan peraturan perundang-undangan daerah. 
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(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Subbagian Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi: 

a. fasilitasi penyusunan produk hukum serta pengendalian impelementasi 

produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya; 

b. pelaksanaan penelitian, pengumpulan dan pengolahan data 

penyusunan peraturan perundang-undangan daerah; 

c. penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan dan rancangan 

peraturan perundang-undangan daerah; 

d. penyiapan dan penyediaan bahan penyelesaian proses penyusunan 

peraturan perundang-undangan daerah; 

e. penyampaian produk hukum daerah kepada pemerintah dan 

pemerintah provinsi; 

f. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan 

pengembanga..11 karier; 

g. pelaksanaan laporan/ pertanggungjawaban kepada Kepala Bagian 

Hukum; dan 

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 38 

(1) Subbagian Bantuan Hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan 

penyusun&1n program, petunjuk tek..nis, pembinaan, pema.l"ltauan dan 

evaiuasi di bidang masaiah hukum, pelayanan bantuan dan pertimbangan 

hukum serta pengkajian hukum. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Subbagian Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan dan penyediaa'fl. bA h.an layanan bantuan hukum; 

b. penyiapan dan penyediaan bahan penyelesaian persoalan-persoalan 

hukum yang menyangkut bidang pemerintahan daerah; 

c. penyediaan bahan kebijakan pemberian bantuan dan pertimbangan 

hukum kepada unsur pemerintah daerah, hubungan kedinasan dan 

sengketa huku.m; 

d. penyiapan dan penyediaan bahan penyelenggaraan penyuluhan produk 

hukum pusat dan pembinaan kadarkum di desa/kelurahan; 
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e. penyiapan dan penyediaan bahan dan pelaksanaan pengkajian 

produk-produk hukum yang dibuat oleh pemerintah dan pemerintah 

daerah; 

f. penyiapan dan penyediaan bahan pengkajian produk-produk hukum 

yang le bih tinggi; 

g. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan 

pengembangan karier; 

h. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Bagian 

Hukurn; cian 

1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 39 

(1) Subbagian Dokumentasi dan informasi Hukum mempunyai tu2as 

menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan, 

pemantauan dan evaluasi di bidang dokumentasi dan informasi produk

produk hukum. 

(2) n.i:tla..m me:-J.Ak~.i:tna..k.i:tn tugas sebagaimana dim.i:tksud pada ayat (1) 

Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum menyeienggarakan iungsi: 

a. pelaksanaan inventarisasi, dokumentasi, sosialisasi dan desiminasi 

produk hukum daerah; 

b. pengumpulan dan pendokumentasian produk-produk hukum 

pemerint.i:th, pemerintah provinsi da.11 pemerinta.'h daerah; 

c. penyiapan dan penyediaan bahan himpunan lembaran daerah; 

d. penyiapan dan penyediaan bahan serta penyebarluasan produk

produk hukum daerah; 

e. penyiapan dan penyediaan bahan peiaksanaan kegiatan jaringan 

dokumentasi dan infonnasi hukum serta perpustakaan hukum; 

f. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan 

pengembangan karier; 

g. pelaksanaan laporan/ pertanggungjawaban kepada Kepala Bagian 

Hukum; dan 

h. pel.i:t l{sa..11aan fungsi lain y.i:t11g diberikan oleh Kep.i:t la Bagia..11 Hukum 

terkait dengan tugas dan iungsinya. 
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Paragraf3 

Bagian Umum 

Pasal 40 

(1) Bagian Umum mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan 

koordinasi dengan perangkat daerah dalam menyusun program, petunjuk 

teknis dan melaksanakan pembinaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan 

serta pelayanan administratif di bidang tata usaha dan perlengkapan, 

keuangan dan rumah tangga Sekretariat Daerah. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian 

Umum menyelenggarakan fungsi: 

a. pen1musan dan penyusunan petunjuk teknis bidang tata usaha dan 

perlengkapan, keuangan Sekretariat Daerah, serta rumah tangga; 

b. pelaksanaan koordinasi bidang tata usaha dan perlengkapan, 

keuangan Sekretariat Daerah, serta rumah tangga; 

c. pelaksanaan pembinaan bidang tata usaha dan perlengkapan, 

keuangan. Sekretariat Daerah; serta rums=ih tangga; 

d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang tata usaha dan 

perlengkapan, keuangan Sekretariat Daerah, serta rumah tangga; 

e. pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang 

menjadi tanggung jawab Bagian Umum; 

f. perumusan inovasi terkait tugas da..1'1 fungsinya dalam ra..1'lgka 

peningkatan pelayanan publik; 

g. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan 

pengembangan karier; 

h. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Asisten 

Administrasi Umum; dan 

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi 

Umum terkait dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 41 

( 1) Bagian Umum membawahkan dan mengoordinasikan: 

a. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga; 

b. Subbagian Perlengkapan; dan 

c. Subbagian Keuangan. 

(2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan 

huruf c masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang 

berada di ba\vah dan. bertanggung ja,111ab kepada Kepa!a Bagian Umum. 
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Pasal 42 

(1) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas menyiapkan 

bahan penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan, pemantauan 

dan evaluasi di bidang tata usaha Sekretariat Daera.h, urusan pengiriman 

dan penerimaan sandi, telekomunikasi daerah serta perlengkapan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian 

Tata Usaha dan Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi: 

a. penyelenggaraan penatausahaan dan administrasi surat menyurat dari 

dan ke pimpinan serta seluruh perangkat daerah; 

a. penyiapan dan penyediaan bahan pengurusan keperluan rumah tangga 

dan rumah dinas Bupati/Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah; 

b. penyiapan dan penyediaan bahan rumah tangga dan rumah dinas 

Bupati/Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah; 

c. peng11rusan surat-surat kendaraa.11 d.inas Bupati/Wakil Bupati dan 

Sekretariat Daerah; 

d. penyediaan dan pengaturan sarana prasarana rapat dan pertemuan 

dinas di lingkungan Sekretariat Daerah; 

e. penyediaan bahan koordinasi persiapan dan pengaturan acara 

pemerintah daerah; 

f. penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi sarana prasarana 

penerimaan tamu-tamu pemerintah daerah; 

g. penyelenggaraan kebersihan/ pemeliharaan komplek rumah dinas 

Bupati/Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah serta rumah dinas 

h. penyelenggaraan kebersihan/pemeliharaan kantor Bupati/Wakil 

Bupati dan Sekretariat Daerah; 

i. penyiapan dan penyediaan bahan pengaturan dan pemeliharaan 

perlengkapan/peralatan gedung/rumah jabatan; 

j. penyiapa.11 d.An penyediaan bahan pemelihara.An hewan pP.lih.Ara.An di 

rumah jabatan; 

k. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan 

pengembangan karier; 

1. pelaksanaan laporan/ pertanggungjawaban kepada Kepala Bagian 

Umum; da.11 

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

..,:;;;,-~ 



- 32 -

Pasal 43 

( 1) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas menyiapkan bahan 

penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan, pemantauan dan 

evaluasi di bidang perlengkapan Sekretariat Daerah. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Subbagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi dan fasilitasi pengadaan 

perbekalan dan perlengkapan dengan instansi lain; 

b. penyiapan dat1 penyediaan bahan pelaksanaan pengadaan perbekalan 

dan perlengkapan Sekretariat Daerah; 

c. penyiapan dan penyediaan bahan penatausahaan aset Sekretariat 

Daerah; 

d. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan 

pengembat1gat1 karier; 

e. pelaksanaan laporan/ pertanggungjawaban kepada Kepala Bagian 

Umum; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bagian Umum terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 44 

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan 

program, petunjuk teknis, pembinaat'l, pemantauan dAn evaluasi di bidang 

administrasi anggaran keuangan Bupati/Wakil Bupati dan Sekretariat 

Daerah. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi: 

a. fasilitasi pert.1.musAt'l kebijakan, koordinasi program dan pelayanAn 

penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan 

b. penyediaan bahan koordinasi penyusunan sistem dan prosedur 

pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah; 

c. pelaksanaan penatausahaan administrasi keuangan Bupati/Wakil 

Bupati dan Sekretariat Daerah; 

d. penyusunan anggaran Bupati/Wakil Bupati; 

e. penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Sekretariat Daerah; 

f. penyediaan bahan pemantauan, evaluasi dan penghitungan keuangan 

Sekretariat Daerah; 
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g. penerimaan, penyimpanan dan pembayaran keuangan Bupati/Wakil 

Bupati dan Sekretariat Daerah; 

h. pengelolaan dan pembayaran gaji pegawai Sekretariat Daerah; 

1. pengelolaan dan pengendalian belanja n1tin, belanja modal dan 

perjalanan dinas Bupati/Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah; 

j. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan 

pengembangan karier; 

k. pelaksanaan laporan/ pertanggungjawaban kepada Kepala Bagian 

Umum; dan 

l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

Paragraf4 

Bagian Organisasi 

Pasal 45 

(1) Bagian Organisasi mempunyai tugas merumuskan kebijakan, 

melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam menyusun 

program, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pemantauan, 

evaluasi, pelaporan serta pelayanan administratif di bidang Kelembagaan 

dan _A_flaJisis Jabatan, Tata L::1 ksana dan Pelayanan P1.1b1ik serta 

Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian 

Organisasi menyelenggarakan fungsi: 

a. fasilitasi dan pengoordinasian serta merumuskan bahan pembinaan 

bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tata Jaksana dan pelayana.11 

publik serta peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi; 

b. fasilitasi perumusan kebijakan, koordinasi program dan pelayanan 

penunjang urusan pemerintahan, yaitu kepegawaian dan diklat; 

c. perumusan dan penyusunan petunjuk teknis bidang kelembagaan dan 

analisis jabatan, tata laksana dan pelayanan publik serta peningkatan 

kinerja dan reformasi birokrasi; 

d. pelaksanaan koordinasi bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tata 

laksana dan pelayanan publik serta peningkatan kinerja dan reformasi 

birokrasi; 

e. peJ::1 ksanaan pembinaan bidang kelembagaan dan ::1nalisis jabatan, tata 

laksana dan pelayanan publik serta peningkatan kinerja dan reformasi 

birokrasi; 
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d. penyiapan dan penyediaan bahan pengembangan kapasitas 

kelembagaan Perangkat Daerah; 

e. penyiapan dan penyediaan bahan monitoring dan evaluasi tugas dan 

fungsi Perangkat Daerah; 

f. penyiapan dan penyediaan bahan pedoman dan petunjuk teknis 

analisis jabatan, analisis beban kerja, standar kompetensi manajerial 

dan evaluasi jabatan Perangkat Daerah; 

g. penyiapan dan penyediaan bahan analisis jabatan, analisis be ban kerja 

dan standar kompetensi manajerial Perangkat Daerah; 

h. penyiapan dan penyediaan bahan monitoring dan evaluasi hasil 

analisis jabatan, analisa beban kerja dan standar kompetensi 

manajerial; 

i. penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi dan fasilitasi evaluasi 

jabatan. Perangkat Daerah; 

j. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan 

pengembangan karier; 

k. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Bagian 

Organisasi; dan 

l. pela.lcsanaan fungsi lain ya.11g diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 48 

( 1) Subbagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik mempunyai tugas 

menyiapka.11 b.1=1han penyusunan progra.rn; petunjuk te:knis; pembinaan; 

pemantauan dan evaluasi di bidang ketatalaksanaan, tata kerja dan 

prosedur kerja serta peningkatan pelayanan publik Pemerintah Daerah. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Subbagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapa.11 b.1=1h.1=111 fasilitasi dan koordinasi serta pembinaa.11 bidang ta.ta 

laksana dan pelayanan publik; 

b. penyediaan bahan pelaksanaan pedoman tata laksana Perangkat 

Daerah; 

c. penyediaan bahan pengkajian produk hukum/ peraturan perundang

undangan tentang ketatalaksa.11aa.11 Pera.11gkat Daerah; 

d. penyediaan bahan petunjuk teknis tata naskah dan prosedur kerja di 

lingkungan Pemerintah Daerah; 
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e. penyediaan bahan koordinasi penyusunan program, petunjuk teknis, 

pemantauan dan evaluasi pelayanan publik di lingkungan Pemerintah 

Daerah; 

f. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan 

pengembangan karier; 

g. pelaksanaan laporan/ pertanggungjawaban kepada Kepala Bagian 

Organisasi; dan 

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi 

terkait dengan tugas clan fungsinya. 

Pasal 49 

(1) Subbagian Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas 

menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan, 

pemantaua..11 da..11 evaluasi di bidang pen.ingkatan k.inerja clan reformasi 

birokrasi. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Subbagian Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan da..11 penyedias:m bah.an perumusan kebija..'kan clan 

koordinasi, pengendalian evaluasi kebijakan serta layanan administrasi 

urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; 

b. penyiapan dan penyediaan bahan fasilitasi dan koordinasi serta 

pembinaan bidang peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi; 

c. penyediaa..11 bahan penyusuna..11 program; petunjuk teknis da..11 

pelaksanaan peningkatan pedoman kinerja aparatur, peningkatan 

disiplin kerja aparatur, profesionalisme kerja pegawai Pemerintah 

Daerah; 

d. Penyusunan kebijakan dalam rangka pembinaan, pelaksanaan dan 

pengemba..11gan pada penerapa..11 sistem akuntabiHtas kinerja di 

lingkungan Pemerintah Daerah; 

e. penyediaan bahan koordinasi penyusunan program, petunjuk teknis, 

pemantauan dan evaluasi budaya kerja Perangkat Daerah; 

f. penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan dokumen perencanaan 

dan pelaporan akuntabilitas kinerja Sek_retariat Daerah; 

g. penyiapan dan penyediaan bahan pelaporan akuntabilitas kinerja 

Pemerintah Daerah; 
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h. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan 

Sekretariat Daerah; 

1. penyiapan dan penyediaan database pegawa1 lingk1..1p Sekretariat 

Daerah; 

j. penyiapan dan · penyediaan bahan penyelenggaraan koordinasi 

pembinaan dan pengawasan manajemen Pegawai Negeri Sipil; 

k. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan 

pengembangan karier; 

I. pelaksanaan laporan/ pertanggungjawaban kepada Kepala Bagian 

Organisasi; dan 

m. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

BABV 

TATAKERJA 

Pasal 50 

( 1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris Daerah, Asisten, 

Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian wajib menerapkan prinsip 

koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing

masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah 

sP.rtA -instans-i lain rl-i lnar Pemerin.tah Daerah terkA-it denga11. tugas dan 

fungsi masing-masing. 

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan 

mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan 

serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 51 

Susunan orgariisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana 

tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dengan Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 52 

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tuban 

Nomor 34 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat 

Daerah Kabupaten Tuban dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. 

Pasal 53 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2017. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Tuban. 

Diundangkan di Tuban 

pada tanggal 27 Okteber 2616 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TUBAN, 

-~ 

Ditetapkan di Tuban 

pada tanggal 'Z/ Okteber 2016 

BUPATI 

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016 SERI D NOMOR 2 
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